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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI SATUAN INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN 

INDEKS INOVASI DAERAH 

(Studi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2025) 

 

Oleh 

NI LUH MEY WEDAYANI 

 

Implementasi kebijakan inovasi daerah merupakan instrumen penting dalam 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui Indeks Inovasi 

Daerah (IID). Pemerintah Provinsi Lampung melalui Balitbangda membentuk 

Satuan Inovasi Daerah (SID) untuk mengoordinasikan dan mendorong inovasi 

perangkat daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, 

seperti petunjuk teknis yang berubah, inovasi daerah belum memiliki bukti dukung 

lengkap, komitmen pimpinan daerah yang belum optimal, seringnya pergantian 

operator IID, dan masih ada perangkat daerah yang tidak menginput data inovasi 

daerah yang berdampak pada capaian IID. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

implementasi SID dalam peningkatan IID di Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling. 

Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III 

yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SID belum terlaksana karena 

mengalami penurunan predikat IID akibat lemahnya sikap dan komitmen pimpinan 

daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada indikator komunikasi, sumber 

daya, dan struktur birokrasi sudah terlaksana. Namun pada indikator disposisi 

belum terlaksana disebabkan oleh komitmen pimpinan daerah yang belum optimal. 

Maka dari itu, disarankan peningkatan pada indikator disposisi melalui penguatan 

komitmen dan sikap pimpinan daerah terhadap inovasi daerah. 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Satuan Inovasi Daerah, Indeks Inovasi 

Daerah. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF REGIONAL INNOVATION UNITS IN 

IMPROVING THE REGIONAL INNOVATION INDEX 

(A Study at the Regional Research and Development Agency of Lampung 

Province in 2025) 

 

By 

NI LUH MEY WEDAYANI 

 

The implementation of regional innovation policy is an important instrument for 

improving local government performance as measured by the Regional Innovation 

Index (IID). The Government of Lampung Province, through the Regional Research 

and Development Agency (Balitbangda), established the Regional Innovation Unit 

(SID) to coordinate and promote innovation among local government agencies. 

However, its implementation continues to face various challenges, including 

changes in technical guidelines, incomplete supporting evidence for regional 

innovations, suboptimal commitment from regional leadership, frequent turnover of 

IID operators, and the failure of some local government agencies to input regional 

innovation data, which has affected the achievement of the IID. This study aims to 

analyze the implementation of the SID in improving the IID at the Regional 

Research and Development Agency of Lampung Province in 2025. The study 

employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, 

observation, and documentation. Informants were selected using purposive 

sampling. Data analysis refers to George C. Edwards III’s policy implementation 

model, which includes the indicators of communication, resources, disposition, and 

bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the SID has 

not been effectively carried out, as reflected by the decline in the IID rating resulting 

from weak attitudes and commitment of regional leadership. This study concludes 

that the indicators of communication, resources, and bureaucratic structure have 

been implemented. However, the disposition indicator has not been implemented 

due to the suboptimal commitment of regional leadership. Therefore, it is 

recommended to strengthen the disposition indicator through enhancing the 

commitment and leadership attitudes of regional leaders toward regional 

innovation. 

Keywords: Policy Implementation, Regional Innovation Unit, Regional Innovation 

Index. 
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karmaṇyakarma yaḥ paśhyed 

akarmaṇi cha karma yaḥ 

sa buddhimān manuṣhyeṣhu 

sa yuktaḥ kṛitsna-karma-kṛit 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Inovasi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja dan daya 

saing pemerintah daerah karena, melalui inovasi pemerintah daerah dituntut 

untuk menghadirkan solusi atas permasalahan pembangunan serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang mendefinisikan inovasi 

daerah sebagai segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan daerah. Peraturan ini bertujuan 

mendorong inisiatif inovasi dari berbagai pihak di daerah, seperti kepala 

perangkat daerah, ASN, dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. Regulasi ini dirancang 

untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mempercepat 

tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai inovasi 

dan pembaruan kebijakan. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 219), dimana perangkat daerah provinsi 

dibentuk untuk menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah yang salah satunya yaitu fungsi penelitian dan 

pengembangan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung berfungsi sebagai unit 

kerja pemerintah provinsi yang memiliki tugas mendukung Gubernur dalam 

melaksanakan kewenangan di bidang riset dan pengembangan inovasi daerah. 

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang 



2 
 

 

 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah, yang mengatur bahwa Balitbangda bertanggung jawab membantu 

Gubernur dalam penyelenggaraan urusan kelitbangan. Tugas tersebut meliputi 

kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, 

pengoperasian, hingga evaluasi kebijakan daerah, baik melalui tugas 

desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan dari pemerintah pusat, 

serta tugas lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan 

Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) secara berkala mengukur kinerja 

inovasi pemerintah daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). Berdasarkan 

permendagri No 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan 

dan/atau insentif inovasi daerah, indeks inovasi merupakan seperangkat 

variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur predikat indeks inovasi 

daerah pada periode tertentu. Indeks ini berfungsi untuk menilai sejauh mana 

suatu daerah mampu menciptakan dan menerapkan inovasi secara sistematis, 

terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks Inovasi Daerah (IID) 

menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan 

publik maupun pembangunan daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan 

mekanisme penilaian atau alat ukur yang digunakan untuk menilai berbagai 

bentuk inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

indikator-indikator tertentu. Indeks ini kemudian dijadikan acuan oleh 

Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Innovative Government 

Award (IGA). 

 

Sistem penilaian IID yang diselenggarakan oleh Kemendagri Dalam BSKDN 

dilaksanakan secara terpadu melalui aplikasi berbasis daring/online. Aplikasi 

tersebut menjadi platform nasional untuk pengumpulan, verifikasi, dan 

penilaian data inovasi daerah dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di 

Indonesia. Melalui sistem ini, setiap pemerintah daerah diwajibkan melaporkan 

seluruh inovasi yang telah dijalankan oleh perangkat daerahnya, disertai dengan 
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bukti dukung digital seperti dokumen, foto, video, maupun tautan pendukung 

lainnya. Penerapan sistem penilaian IID berbasis aplikasi daring bertujuan 

untuk mewujudkan proses penilaian inovasi daerah yang lebih transparan, 

efisien, dan terstandar secara nasional. Setiap inovasi yang dilaporkan melalui 

aplikasi akan dinilai berdasarkan indikator dan bobot yang telah ditetapkan oleh 

Kemendagri, kemudian diverifikasi oleh tim penilai BSKDN. 

 

Penilaian IID dilaksanakan dengan mengacu pada tiga bentuk inovasi daerah, 

yaitu, Inovasi tata kelola pemerintah daerah, Inovasi pelayanan publik, dan 

Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah. Penilaian ini tidak hanya melihat jumlah inovasi yang 

dihasilkan, tetapi juga menilai kualitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi 

terhadap masyarakat serta tata kelola pemerintahan daerah. Hasil dari 

keseluruhan penilaian tersebut menghasilkan skor atau nilai indeks yang 

mencerminkan tingkat inovasi suatu daerah. Pengukuran penilaian IID pada 

dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan berbagai bentuk 

inovasi. Berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kemendagri melalui 

BSKDN, hasil penilaian IID diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Kategori Penilaian IID 
 

Kategori  Rentang skor 

Sangat Inovatif 

Inovatif 

Kurang Inovatif 

Tidak Dapat Dinilai 

 60,01 – 100,00 

35,00 – 60,00 

0,01 – 34,99 

0 

Sumber:  Bahan  Teknis Indeks Inovasi  Daerah  (IID)  dan  Innovative 

Government Award (IGA) dikelola oleh peneliti 2025 

 

Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwasannya pengukuran penilaian IID di masukkan 

dalam 4 kriteria yaitu, Sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat 

dinilai. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat capaian kinerja 

inovasi daerah dan menjadi dasar pemberian IGA setiap tahunnya. Untuk 
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mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Kemendagri 

melalui IID dan IGA menetapkan sejumlah aspek penilaian yang menjadi 

acuan. Penilaian ini terbagi ke dalam dua satuan utama, yaitu SPD dan SID, 

yang masing-masing memiliki variabel, indikator, bobot, dan skor maksimum 

tersendiri. Rincian aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada berikut: 

Tabel 1. 2 Aspek Penilaian IID 
 

Aspek Variabel Indikator Bobot Skor 

Maksimum 

SPD (Satuan 3 15 25,20% 63 

Pemerintahan     

Daerah)     

SID (Satuan 5 21 74,80% 187 

Inovasi Daerah)     

Total 8 36 100% 250 

Sumber: Bahan Teknis Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government 

Award (IGA) dikelola oleh peneliti 2025 

 

Pada tabel 1.2 dijelaskan bahwasannya penilaian IID atau IGA tahun 2025 

dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu SPD dan SID. SPD dengan bobot 

25,20% memiliki 3 variabel dan 15 indikator yang menilai kesiapan tata kelola 

pemerintahan, termasuk visi misi daerah, APBD, opini BPK, serta capaian 

pembangunan. SID dengan bobot 74,80% terdiri dari 5 variabel dan 21 indikator 

yang menilai implementasi inovasi. Secara keseluruhan terdapat 36 indikator 

yang relatif konsisten digunakan. Di dalam 2 aspek tersebut terdapat terdapat 5 

indikator wajib (mandatory) yang menjadi aspek dominan dalam evaluasi 

Kemendagri setelah perangkat daerah melaporkan inovasinya sebagai penentu 

utama apakah suatu provinsi digolongkan sangat inovatif, inovatif, atau kurang 

inovatif. Berikut merupakan indikator-indikator dari SID. 

 

Selain aspek penilaian dalam IGA, berikut indikator wajib yang harus dipenuhi 

oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan SID. Adapun indikator wajib 

SID tahun 2025 yaitu: 
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Tabel 1. 3 Indikator Wajib SID 
 

No Indikator Definisi operasional 

1. Regulasi Inovasi 

Daerah 

 

2. Ketersediaan SDM 

terhadap inovasi 

daerah 

3. Kecepatan 

penciptaan inovasi 

4. Kemanfaatan 

inovasi 

5. Kualitas inovasi 

daerah 

Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi 

daerah yang menjadi landasan operasional 

penerapan Inovasi Daerah 

Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi 

daerah (dalam dua tahun terakhir) 

 

Satuan waktu yang digunakan untuk 

menciptakan inovasi daerah yang kompleks. 

Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, 

dsb) 

Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan 

video penerapan inovasi daerah (2 Tahun 

Terakhir) 
 

Sumber: Bahan Teknis Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government 

Award (IGA) dikelola oleh peneliti 2025. 

 

Pada tabel 1.2 dijelaskannya bahwa Kelima indikator tersebut dikategorikan 

sebagai indikator wajib Dalam penilaian IID atau IGA. Indikator wajib harus 

dilaporkan karena menjadi dasar utama penilaian. Apabila indikator wajib tidak 

dipenuhi, maka nilai yang diperoleh akan nol dan berpengaruh signifikan 

terhadap hasil akhir IID. Dengan adanya kerangka pengukuran yang sistematis, 

IID tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja inovasi, tetapi juga 

sebagai dorongan agar pemerintah daerah terus melakukan pembaharuan, 

memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta 

menciptakan inovasi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. 

Melalui implementasi SID, pemerintah daerah diharapkan mampu 

menghasilkan inovasi yang memenuhi kriteria kebaruan, kemanfaatan, 

keberlanjutan, dan kemudahan replikasi. 
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Implementasi inovasi daerah masih menghadapi 5 kendala teknis maupun non- 

teknis yaitu: pertama, petunjuk teknis (juknis) penilaian IID sering berubah 

setiap tahun, sehingga perangkat daerah kesulitan menyesuaikan format 

pelaporan inovasi. 

Tabel 1. 4 Perbandingan perubahan petunjuk teknis IID 
 

Tahun Sangat inovatif Inovatif Kurang inovatif 

2024 60,01-100 35-60 0-34,99 

2025 65,01-100 40-65 0-40 

 

Sumber: Bahan Teknis Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government 

Award (IGA) dikelola oleh peneliti 2025. 

 

Pada tabel 1.4 di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa terdapat peningkatan 

standar penilaian dan kompleksitas dalam mekanisme pelaksanaan Indeks 

Inovasi Daerah IID dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan ambang batas 

skor pada kategori penilaian IID menunjukkan adanya pengetatan penilaian 

yang menuntut daerah untuk menghasilkan inovasi yang lebih berkualitas dan 

berdampak nyata. Perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan baru bagi 

perangkat daerah, terutama dalam hal penyesuaian terhadap format pelaporan 

yang semakin rinci dan jadwal penginputan data yang lebih ketat. Hal ini sering 

kali menyebabkan ketidakkonsistenan data inovasi dan keterlambatan dalam 

proses validasi, sehingga berdampak pada rendahnya capaian nilai IID. Dengan 

demikian, perubahan juknis yang terjadi hampir setiap tahun menjadi faktor 

penghambat implementasi inovasi di tingkat daerah ketika kapasitas adaptasi 

birokrasi belum sepenuhnya siap. 

 

Kedua, masih banyak inovasi yang tidak memiliki bukti dukung lengkap, 

sehingga meskipun inovasi sudah berjalan, nilainya rendah dalam penilaian IID. 
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Gambar 1. 1 Perbandingan jumlah inovasi yang diterima dan dilaporkan 
 

Sumber: Laporan hasil input OPD Inovasi daerah provinsi Lampug tahun 2024- 

2025 dikelola oleh peneliti 2025 

 

Pada gambar 1.1 Grafik tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam 

kinerja pengelolaan inovasi daerah antara tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 

2024, jumlah inovasi yang diterima oleh Balitbangda Provinsi Lampung tercatat 

sebanyak 115 inovasi, namun yang berhasil dilaporkan ke BSKDN hanya 

sebanyak 40 inovasi. Sementara pada tahun 2025, jumlah inovasi yang diterima 

Balitbangda dari OPD Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi 93 

inovasi, dan yang dapat dilaporkan ke BSKDN hanya 48 inovasi. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses pelaporan inovasi 

daerah, terutama terkait kelengkapan bukti dukung yang menjadi syarat utama 

dalam penilaian IID. Banyak inovasi yang tidak dapat dilaporkan karena belum 

memenuhi dokumen pendukung yang diperlukan, seperti SK penetapan, 

dokumentasi kegiatan, hasil uji coba, atau bukti implementasi di lapangan. Hal 

ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada 

OPD agar setiap inovasi yang dihasilkan dapat terdokumentasi dengan baik dan 

memenuhi kriteria administratif maupun substantif sesuai ketentuan BSKDN. 
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Ketiga, komitmen pimpinan daerah dalam mendorong inovasi belum 

sepenuhnya optimal beberapa pimpinan OPD masih menganggap inovasi 

sekadar kewajiban administratif, bukan kebutuhan strategis. 

Tabel 1. 5 Perbandingan visi/misi dan regulasi gubernur provinsi Lampung 
 

 

Tahun Pimpinan 

daerah 

2024 Gubernur 

Arinal Djunaidi 

 

 

 

 

 

 

 

2025 Gubernur 

Rahmat 

Mirzani Djausal 

Visi/misi dan 

regulasi 

Tidak terdapat 

muatan visi atau 

misi atau regulasi 

yang menekankan 

pentingnya 

pengembangan 

inovasi daerah 

Tidak terdapat visi 

maupun misi yang 

menyinggung 

penguatan inovasi 

daerah 

Analisis permasalahan 

 

 

Lemahnya komitmen 

pimpinan  daerah 

berdampak pada rendahnya 

kesadaran OPD inovasi 

cenderung dianggap 

kewajiban administratif 

semata. 

Rendahnya arah kebijakan 

inovasi menyebabkan 

perangkat daerah kurang 

terdorong untuk 

mengintegrasikan inovasi 

dalam kinerja. 
 

Sumber: Visi dan Misi Gubernur provinsi lampung dikelola oleh peneliti 2025. 

 

Pada tabel 1.5, terlihat bahwa baik pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan 

Gubernur Arinal Djunaidi maupun pada tahun 2025 di bawah Gubernur 

Rahmat Mirzani Djausal, belum terdapat visi, misi, ataupun regulasi yang 

secara eksplisit menekankan pentingnya pengembangan inovasi daerah. Dari 

sisi kelembagaan, pelaksanaan inovasi daerah belum sepenuhnya didukung 

oleh regulasi dan komitmen pimpinan yang kuat. Belum adanya kebijakan 

kepala daerah yang secara eksplisit mengatur dan mendorong inovasi 

menyebabkan inovasi daerah masih dipahami sebagai kewajiban administratif 

dalam penilaian IID, bukan sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan inovasi daerah perlu dianalisis 

melalui  pendekatan  kelembagaan,  khususnya  terkait  peran  organisasi, 
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kewenangan, dan komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan kebijakan 

inovasi daerah. 

Keempat, pada aspek teknis, sering terjadi pergantian operator sistem yang 

mengelola aplikasi inovasi, sehingga kontinuitas dan kualitas input data 

terganggu. 

Gambar 1. 2 Perbandingan ketidaksesuaian operator sistem 
 

Sumber: Rekapitulasi kehadiran bimtek aplikasi inovasi dan dokumen SK 

operator inovasi daerah provinsi Lampung tahun 2024-2025 dikelola oleh 

peneliti 2025. 

 

Pada gambar 1.2 Grafik tersebut menunjukkan perbandingan ketidaksesuaian 

operator sistem dalam pengelolaan aplikasi inovasi antara tahun 2024 dan 2025. 

Terlihat bahwa pada tahun 2025 jumlah peserta hadir meningkat signifikan 

dibandingkan tahun 2024, menandakan adanya peningkatan partisipasi dalam 

kegiatan pengelolaan inovasi. Namun, jumlah operator yang ditetapkan melalui 

SK masih relatif sedikit, dan lebih mengkhawatirkan lagi, proporsi operator 

yang tidak sesuai SK meningkat tajam pada tahun 2025 dibandingkan tahun 

sebelumnya. Selain kelembagaan, permasalahan inovasi daerah juga perlu 

dilihat melalui pendekatan sistem. Dari perspektif sumber daya manusia, 

pelaksanaan inovasi daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dan 

ketidakkonsistenan SDM pengelola inovasi. Pergantian operator aplikasi 

inovasi yang cukup sering serta ketidaksesuaian antara operator yang ditetapkan 
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dalam SK dengan pelaksana aktual berdampak pada rendahnya kontinuitas dan 

kualitas pengelolaan data inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan 

SDM menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas implementasi SID di 

Provinsi Lampung. 

 

Kelima, masih ada perangkat daerah yang enggan menginput data inovasi 

karena merasa inovasi tidak memberikan manfaat langsung bagi unit kerjanya. 

Gambar 1. 3 perbandingan OPD di Provinsi Lampung 
 

Sumber: Laporan hasil input OPD inovasi daerah provinsi Lampug tahun 2024- 

2025 dikelola oleh peneliti tahun 2025. 

 

Pada gambar 1.3 Grafik tersebut memperlihatkan perbandingan antara jumlah 

OPD yang melaporkan dan yang tidak melaporkan inovasi pada tahun 2024 dan 

2025 di Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, dari total 48 OPD, sebanyak 40 

OPD telah melaporkan inovasi, sedangkan 8 OPD belum melakukannya. 

Namun, pada tahun 2025, jumlah OPD yang melaporkan inovasi menurun 

menjadi 31 OPD, sementara 17 OPD tidak menyampaikan laporan inovasi. 

Penurunan ini menunjukkan adanya penyusutan tingkat partisipasi OPD dalam 

pelaporan inovasi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 
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rendahnya pemahaman mengenai urgensi pelaporan inovasi daerah, 

keterbatasan pendampingan teknis, serta kurangnya komitmen dari pimpinan 

OPD. Akibatnya, masih ada perangkat daerah yang enggan melakukan input 

data inovasi karena menganggap inovasi belum memberikan dampak langsung 

bagi unit kerjanya, sehingga pelaporan inovasi belum menjadi bagian dari 

budaya kerja yang melekat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

 

5 Permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat utama yang memengaruhi 

capaian 5 indikator wajib SID sebagai skala pengukuran kinerja inovasi daerah. 

Keterkaitan antara kondisi empiris dan indikator teknis ini menegaskan bahwa 

peningkatan nilai IID tidak hanya bergantung pada jumlah inovasi yang 

dilaporkan, tetapi juga pada kualitas inovasi dalam implementasi SID untuk 

memenuhi seluruh aspek penilaian yang telah ditetapkan. Maka, penguatan 

aspek SID melalui perbaikan komunikasi, optimalisasi sumber daya, 

peningkatan komitmen pelaksana, dan penyempurnaan struktur birokrasi 

menjadi langkah strategis yang mendesak agar Provinsi Lampung dapat 

mencapai kategori “Sangat Inovatif” secara berkelanjutan. 

 

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji SID dalam 

peningkatan IID di Provinsi Lampung tahun 2025. Mengingat SID memiliki 

bobot penilaian yang dominan, pelaksanaannya menjadi faktor utama yang 

menentukan predikat inovasi suatu daerah. Namun, dalam implementasi SID 

masih terdapat 5 permasalahan yang berpotensi menurunkan capaian IID di 

masa mendatang. Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas implementasi 

tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, 

penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana implementasi SID yang 

dijalankan oleh Balitbangda Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan IID. 
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Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang akan 

dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 6 Penelitian terdahulu 
 

 

Nama 

peneliti 

Judul penelitian Hasil penelitian 

(Septiya, 

2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Febianto, 

2023) 

Analisis program 

inovasi  daerah 

pada pemerintah 

daerah  provinsi 

lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi   badan 

penelitian dan 

pengembangan 

daerah dalam 

meningkatkan 

kualitas inovasi 

daerah (studi 

kasus di provinsi 

lampung tahun 

2022) 

penelitian ini berfokus pada analisis 

jenis-jenis inovasi yang diajukan oleh 

pemerintah daerah provinsi lampung 

dan tantangan yang dihadapi dalam 

pengusulan program inovasi daerah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis faktor-faktor yang 

menyebabkan banyak inovasi daerah di 

provinsi lampung tidak diterima atau 

dinilai bukan inovasi oleh kementrian 

dalam negeri. 

penelitian ini mengkaji bagaimana peran 

dan strategi balitbangda provinsi 

lampung dalam mendorong penciptaan 

inovasi yang memenuhi standar 

kementrian dalam negeri khususnya 

dalam upaya peningkatan nilai indeks 

inovasi daerah. Keberhasilan strategi 

balitbangda lampung dalam 

meningkatkan kualitas inovasi daerah 

paling menonjol pada strategi program, 

sementara dalam sumber daya 

pendukung masih perlu optimalisasi. 
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Nama 

peneliti 

Judul penelitian Hasil penelitian 

(Fitriati & 

Putra, 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Haira Zulfia 

dkk., 2023) 

Tata kelola 

strategik 

peningkatan 

inovasi   daerah 

(studi pada 

pemerintah kota 

palembang tahun 

2020-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

Kebijakan Inovasi 

Daerah dalam 

Peningkatan 

Kinerja 

Organisasi pada 

Pemerintah Kota 

Padang 

Penelitian ini menemukan bahwa 

Pemerintah Kota Palembang berhasil 

keluar dari kondisi stagnasi inovasi pada 

tahun 2018 dan mampu menjadi salah 

satu kota terinovatif di Indonesia pada 

periode 2020-2022. Keberhasilan 

tersebut tidak lepas dari penerapan lima 

tahapan strategi menurut Geoff Mulgan, 

yaitu: purpose (tujuan), environment 

(lingkungan), direction (pengarahan), 

action (tindakan), dan learning 

(pembelajaran/evaluasi). Melalui 

tahapan ini, Pemkot Palembang dengan 

dukungan Bappeda Litbang berperan 

sebagai fasilitator dan koordinator 

dalam mendorong inovasi di setiap 

perangkat daerah (OPD) serta 

masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan inovasi daerah 

di Kota Padang melalui Perwako No. 60 

Tahun 2021 sudah berjalan cukup baik, 

namun masih menghadapi berbagai 

kendala. Kendala utama meliputi 

kurangnya dukungan anggaran, 

terbatasnya sumber daya manusia yang 

inovatif, serta kurangnya komitmen dari 

pimpinan dan stakeholder terkait 

Pelaksanaan inovasi. 
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Nama 

peneliti 

Judul penelitian Hasil penelitian 

(Rosyad 

dkk., 2023) 

Efektivitas 

pengelolaan data 

melalui aplikasi 

malang data 

inovasi  dalam 

meningkatkan 

indeks inovasi 

daerah pada 

innovative 

goverment award 

(studi pada badan 

penelitian dan 

pengembangan 

daerah kabupaten 

malang) 

penelitian ini membahas efektivitas 

pengelolaan data inovasi daerah 

kabupaten malang melalui aplikasi 

malang data inovasi (MADANI) dalam 

meningkatkan indeks inovasi daerah 

pada innovative goverment award 

(IGA). Kabupaten malang menghadapi 

penurunan indeks inovasi dalam 

beberapa tahun terakhir, balitbangda 

kabupaten malang mengembangkan 

aplikasi madani sebagai solusi untuk 

mengelola data inovasi daerah secara 

lebih efektif dan terintegrasi sebelum 

diinput ke aplikasi pusat IGA. Hasil 

penelitian menunjukan aplikasi madani 

cukup efektif dalam mengelola data 

inovasi yang kemudian berkontribusi 

pada peningkatan indeks inovasi daerah 

kabupaten malang sebesar 4,63 poin. 
 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025. 

 

 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu 1.4 di atas, terdapat persamaan dan 

perbedaan di dalam penelitian ini. Beberapa persamaan khususnya dari aspek 

metodologi dan tema besar yang diangkat. Mayoritas menggunakan 

pendekatan kualitatif dan mengangkat topik yang berkaitan dengan inovasi 

daerah, baik dari segi strategi, pelaksanaan program, maupun faktor-faktor 

yang memengaruhi keberhasilan inovasi. Penelitian-penelitian tersebut juga 

sama-sama menyoroti peran pemerintah daerah atau lembaga teknis seperti 

balitbangda dalam mendorong inovasi dan peningkatan indeks inovasi daerah. 
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Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji 

Implementasi Satuan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Indeks Inovasi 

Daerah (Studi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2025), padahal aspek ini memiliki bobot paling dominan 

(74,80%) dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID). Dengan demikian, 

penelitian ini menempati posisi yang strategis untuk mengisi kekosongan 

kajian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi baru dalam literatur 

inovasi sektor publik di tingkat daerah. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat adalah ”Bagaimana implementasi satuan inovasi daerah (SID) Dalam 

peningkatan indeks inovasi daerah (IID) di badan penelitian dan pengembangan 

daerah provinsi lampung?” 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis implementasi satuan 

inovasi daerah (SID) Dalam peningkatan indeks inovasi daerah (IID) di badan 

penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam 

bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait implementasi kebijakan 

inovasi daerah. Hasil penelitian ini memperkuat pemahaman dari mata 

kuliah Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik melalui penerapan 

model implementasi George C. Edwards III dalam konteks peningkatan 

Indeks Inovasi Daerah (IID). Selain itu, penelitian ini juga memberikan 

kontribusi pada kajian Pemerintahan Daerah dan Ekologi Pemerintahan, 
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karena membahas dinamika peran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

inovasi. Dari perspektif Pelayanan Sektor Publik serta Tata Kelola SDM 

Pemerintahan, penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi dan kualitas 

sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Lebih jauh, 

penelitian ini juga relevan dengan Perencanaan Pembangunan, sebab 

menunjukkan bahwa inovasi dapat dijadikan instrumen strategis dalam 

pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi 

Lampung dalam mengevaluasi keberhasilan dan kendala implementasi 

Satuan Inovasi Daerah (SID) untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah 

(IID). Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pimpinan dan staf 

Balitbangda dalam menyusun strategi penguatan inovasi yang lebih efektif, 

baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, maupun 

struktur birokrasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mendukung kebijakan internal Balitbangda agar lebih 

berorientasi pada pencapaian predikat daerah inovatif yang berkelanjutan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Implementasi 

 

 

2.1.1 Pengertian Implementasi 

 

 

Implementasi merupakan suatu konsep dengan cakupan makna yang 

luas. Tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan execution suatu 

program atau kegiatan, melainkan juga mencakup berbagai faktor yang 

memengaruhi prosesnya, hasil yang dicapai, serta manfaat yang 

diperoleh. Lebih jauh, implementasi berhubungan dengan upaya 

pencapaian tujuan yang lebih besar dan menyeluruh sebagai bagian 

integral dari tujuan organisasi secara keseluruhan (Jumroh, 2021 hlm.1) 

 

Jumroh (2021, hlm. 49) Menjelaskan Konsep implementasi merupakan 

bagian dari konsep kebijakan, sehingga untuk memahaminya secara 

menyeluruh diperlukan pemahaman mengenai sistem kebijakan, 

khususnya yang berkaitan dengan siklus kebijakan. Implementasi 

sendiri merupakan salah satu tahap dalam sistem kebijakan yang 

berlangsung secara berkesinambungan. Tahapan ini biasanya 

ditempatkan setelah proses perencanaan atau perumusan kebijakan, 

yaitu saat kebijakan yang telah dirancang mulai diwujudkan guna 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kebijakan, harus tercantum 

tata cara yang mengatur bagaimana proses implementasi dijalankan. 

Dengan demikian, bukan hanya tujuan akhir yang penting, tetapi juga 
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prosedur maupun mekanisme SOP yang tercantum dalam kebijakan 

memiliki peranan yang sama pentingnya. 

 

Implementasi dapat dipahami sebagai proses penerapan atau 

pelaksanaan. Istilah ini, sebagai kata kerja, kerap digunakan dalam 

konteks penelitian ilmiah (Pramono, 2020 hlm.1). Umumnya, 

implementasi berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu 

lembaga atau instansi guna mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, 

kata kerja mengimplementasikan pada dasarnya erat kaitannya dengan 

kata benda kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan upaya agar 

suatu kebijakan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam 

pelaksanaannya, terdapat dua alternatif langkah yang dapat ditempuh, 

yakni langsung diwujudkan melalui program-program konkret atau 

melalui penyusunan kebijakan turunan derivatif dari kebijakan utama 

tersebut. 

 

Jika dikaitkan dengan kebijakan, implementasi bermakna bahwa sebuah 

kebijakan tidak cukup hanya dirumuskan dan ditetapkan dalam bentuk 

formal seperti undang-undang, lalu dibiarkan tanpa pelaksanaan. 

Sebaliknya, kebijakan harus dijalankan agar dapat memberikan dampak 

serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan tertentu melalui berbagai instrumen yang tersedia dan dalam 

rentang waktu yang teratur. 

 

 

2.1.2 Model Implementasi 

 

 

Model implementasi adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan 

untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan dari tahap 

perumusan hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Model ini 

menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun 

hambatan  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Dengan  adanya  model 
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implementasi, peneliti dapat menganalisis keterkaitan antara kebijakan, 

pelaksana, dan penerima manfaat. Model implementasi juga berfungsi 

sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi variabel penting yang 

berperan dalam proses kebijakan. Melalui model ini, implementasi 

kebijakan dapat dipahami secara lebih sistematis, terarah, dan mudah 

dievaluasi. 

 

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III 1980 

dalam buku subianto (2020, hlm. 70), berangkat dari sebuah pertanyaan 

mengenai syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi agar kebijakan 

dapat diimplementasikan secara efektif. Edwards III mengidentifikasi 

empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, 

yaitu komunikasi communication, sumber daya resources, 

sikap/disposisi dispositions/attitudes, serta struktur birokrasi 

bureaucratic structure. 

 

Keempat faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, 

Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi 

kebijakan dan harus berjalan secara bersamaan karena saling berkaitan. 

Dengan demikian, teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan. 

 

1. Komunikasi 

Komunikasi menjadi aspek penting karena suatu kebijakan 

hanya dapat diimplementasikan dengan baik apabila informasi 

yang diterima pelaksana jelas. Hal ini mencakup proses 

penyampaian informasi transmisi, kejelasan pesan clarity, serta 

konsistensi dari informasi yang disampaikan. 

2. Sumber Daya (Resources) 

Sumber daya meliputi empat komponen utama, yaitu: 

ketersediaan staf yang memadai baik dari sisi jumlah maupun 

kualitas,  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung 
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pengambilan keputusan, kewenangan authority yang dimiliki 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas 

yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. 

3. Disposisi 

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen para pelaksana 

terhadap kebijakan. Dalam konteks ini, peran utama ada pada 

aparat birokrasi sebagai implementor yang menentukan sejauh 

mana kebijakan dapat berjalan secara efektif. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi mencakup keberadaan Standard Operating 

Procedures (SOP), mekanisme alur kerja, dan tata pelaksanaan 

program. Tanpa adanya prosedur baku, implementasi akan sulit 

mencapai hasil optimal karena penyelesaian masalah cenderung 

bersifat ad-hoc. Oleh karena itu, fragmentasi dalam organisasi 

perlu dihindari dan diatasi dengan sistem koordinasi yang baik. 

 

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III 

menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat 

dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling 

berkaitan dan harus dijalankan secara bersamaan agar implementasi 

berjalan efektif. Dengan adanya kejelasan komunikasi, dukungan 

sumber daya yang memadai, sikap positif dari pelaksana, serta struktur 

birokrasi yang tertata, maka implementasi kebijakan dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

 

 

2.1.3 Implementasi dan Peran Strategis 

 

 

Menurut Paroli (2023, hlm. 7), Manajemen strategi dapat diartikan 

sebagai seni sekaligus ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi keputusan lintas fungsi cross functional yang 

memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Fokus utama manajemen strategi adalah mengintegrasikan berbagai 

bidang seperti manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, 

produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi 

komputer demi keberhasilan organisasi. Selain itu, manajemen strategi 

juga dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang 

menghasilkan perumusan serta pelaksanaan rencana yang dirancang 

untuk mewujudkan sasaran perusahaan. 

 

Menurut Jumroh (2021, hlm. 9), Implementasi kebijakan merupakan 

serangkaian tindakan berkelanjutan yang berlangsung dalam lingkungan 

yang dinamis dan selalu berubah, sehingga diperlukan strategi yang 

tepat agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, serta memberikan 

manfaat yang optimal bagi para penerima kebijakan. Strategi sendiri 

dipahami sebagai konsep yang lebih operasional dibandingkan visi yang 

bersifat umum dan berjangka panjang. Dari strategi inilah kemudian 

lahir langkah-langkah aksi yang bersifat lebih teknis dan rinci. Setiap 

elemen tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing yang tidak 

boleh disamakan, agar tidak menimbulkan kebingungan dalam proses 

implementasi. 

 

Implementasi mempunyai peran strategis karena dapat memberikan 

nilai tambah bagi organisasi maupun pemerintah daerah. Nilai tambah 

tersebut tercermin ketika kebijakan yang dilaksanakan tidak hanya 

berhenti pada pencapaian administratif, tetapi juga menghadirkan 

manfaat nyata berupa peningkatan kinerja. Selain itu, implementasi juga 

mendorong lahirnya inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan SID sangat penting 

karena memengaruhi secara langsung capaian IID. Mengingat IID 

memiliki bobot penilaian terbesar dalam IGA, keberhasilan 

implementasi SID menjadi faktor utama bagi suatu daerah untuk 

mempertahankan atau meningkatkan predikat inovatifnya. 
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2.2 Tinjauan Tentang Indeks Inovasi Daerah 

 

 

2.2.1 Pengertian Inovasi Daerah 

 

Inovasi berasal dari kata innovation yang berarti pembaharuan dan 

perubahan. Kata kerjanya innova yang artinya memperbaharui dan 

mengubah (Ausat dkk., 2023 hlm 1). Inovasi dapat dimaknai sebagai 

suatu pembaruan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. 

Oleh karena itu, inovasi merupakan pendekatan atau metode baru yang 

mencakup keseluruhan proses, mulai dari input hingga output, sehingga 

mampu menghasilkan perubahan nyata dan berhasil memberikan 

dampak positif dalam bidang sosial maupun ekonomi. 

 

Menurut Ausat dkk., (2023, hlm. 29), Inovasi didefinisikan sebagai 

sebuah ide atau praktik yang dianggap baru oleh unit adopsi yang 

relevan. Artinya, inovasi tidak harus benar-benar baru secara absolut, 

melainkan bisa saja sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, 

tetapi dipersepsikan sebagai hal yang baru oleh individu, kelompok, atau 

organisasi tertentu. Inovasi juga dipahami sebagai suatu gagasan, 

praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu maupun kelompok, 

yang kemudian diadopsi dan disebarkan melalui proses komunikasi 

dalam suatu sistem sosial. Dengan kata lain, inovasi tidak hanya 

mencakup penciptaan ide atau produk baru, tetapi juga proses 

penerimaan serta pemanfaatannya oleh masyarakat atau kelompok 

tertentu 

 

Inovasi daerah merupakan upaya pembaruan yang dilakukan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan. Inovasi ini dapat diwujudkan melalui tata kelola 

pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang lebih baik, serta 

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Pada dasarnya, inovasi 

daerah tidak selalu berarti sesuatu yang benar-benar baru, melainkan 
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bisa berupa praktik yang sudah ada namun dipersepsikan baru oleh 

masyarakat atau organisasi tertentu. Proses adopsi dan penerimaan 

inovasi oleh masyarakat menjadi kunci penting dalam keberhasilan 

pelaksanaannya. Dengan demikian, inovasi daerah berperan penting 

dalam mendorong peningkatan daya saing, kesejahteraan masyarakat, 

serta keberlanjutan pembangunan daerah. 

 

 

2.2.2 Indeks Inovasi Daerah 

 

 

Pada pelaksanaannya yang tercantum dalam (Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017, 2017) Peraturan Pemerintah 

tentang Inovasi Daerah menjadi landasan hukum bagi pemerintah 

daerah dalam mengembangkan berbagai bentuk pembaruan guna 

meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Aturan ini 

menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola, pelayanan publik, 

serta bidang lain sesuai kewenangan daerah untuk meningkatkan 

kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat. Proses inovasi dimulai 

dari pengajuan gagasan, pelaksanaan uji coba, evaluasi, hingga 

penerapan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. 

Dalam pelaksanaannya, inovasi harus berpegang pada prinsip efisiensi, 

efektivitas, kepatuhan hukum, serta keberlanjutan. Selain itu, 

pemerintah pusat melalui Kemendagri juga melakukan penilaian dan 

memberikan apresiasi untuk mendorong kreativitas serta motivasi 

pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi. 

 

IID merupakan suatu instrumen pengukuran yang digunakan untuk 

menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. IID menjadi salah satu acuan dalam 

menilai kinerja kepala daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam 

pemberian penghargaan maupun evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Menurut kementrian dalam negeri (kemendagri), 

indeks inovasi daerah disusun untuk mendorong terciptanya iklim 
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inovasi dalam pemerintahan daerah serta sebagai upaya meningkatkan 

daya saing daerah sebagaimana yang dikutip dalam (Kementrian dalam 

Negeri Badan Strategi Kebijakan dalam Negeri, 2025). 

 

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam 

Negeri mendapat mandat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah 

yang ditetapkan sebagai salah satu program prioritas Kemendagri Tahun 

2025. Penilaian ini menjadi bagian dari upaya mendorong serta 

memotivasi pemerintah daerah agar terus mengembangkan kreativitas 

dan menerapkan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Melalui fungsi pembinaannya, BKSDN senantiasa 

lahirnya ide serta gagasan baru berupa inisiatif inovasi di tingkat daerah. 

Inisiatif tersebut kemudian diuji coba hingga mencapai keberhasilan, 

yang selanjutnya dapat diimplementasikan secara resmi melalui 

peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada). 

 

Indeks Inovasi Daerah (IID) ini diselenggarakan sebagai penguat sistem 

inovasi yang dilaksanakan pemerintah supaya tidak hanya menjadi 

sebuah program, tetapi juga dapat diukur, dievaluasi, dan 

dikembangkan. Melalui IID, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif 

dalam merancang program, kebijakan, maupun layanan publik agar 

dapat meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, IID menjadi dasar 

bagi pemerintah pusat dalam menilai kinerja kepala daerah sekaligus 

bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan inovasi. Dengan 

demikian, IID mendorong inovasi agar tidak berhenti pada tataran 

konsep, melainkan dapat diukur, dipantau, dan dikembangkan secara 

berkelanjutan. 
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2.3 Kerangka Pikir 
 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 2), Metode penelitian adalah suatu pendekatan 

ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna mencapai tujuan tertentu, 

dengan data tersebut dimanfaatkan dalam pemecahan masalah yang diteliti. 

Metode ini mencakup beragam prosedur dan teknik yang diterapkan peneliti 

dalam proses pengumpulan, analisis, dan penafsiran data secara teratur dan 

rasional, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang valid serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tipe 

penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di 

lingkungan pada kondisi tertentu dari sudut pandang peneliti. Penggunaan 

metode kualitatif dipilih karena mencakup berbagai pendekatan yang 

digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Berdasarkan 

tujuan yang ingin dicapai dalam memperoleh pemahaman yang mendalam 

mengenai implementasikan satuan inovasi daerah (SID) dalam Indeks Inovasi 

Daerah (IID) yang dijalankan balitbangda provinsi lampung tahun 2025. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan kegiatan penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Mengacu pada fokus 

penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini dilakukan di Kantor Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Balitbangda 

terdapat fenomena, permasalahan, dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Inovasi Daerah. Selain itu, lokasi penelitian ini juga merupakan tempat penulis 

melaksanakan kegiatan magang MBKM, sehingga penulis memiliki 

kesempatan untuk mengamati dan mengidentifikasi fenomena yang ada secara 

langsung. Fenomena yang ditemukan tersebut kemudian dijadikan sebagai 

dasar untuk mengangkat tema penelitian mengenai Implementasi Satuan 

Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Studi Di Badan 

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025). 

 

 

3.3 Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian merupakan batasan yang digunakan peneliti untuk 

mempermudah dalam mengarahkan kajian dan menghindari pembahasan yang 

terlalu luas. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada Implementasi Satuan 

Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Studi Di Badan 

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025) dengan 

batasan kajian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Balitbangda) Provinsi Lampung sebagai instansi utama yang berperan dalam 

pengelolaan inovasi daerah. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada 

lima permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan SID, yaitu 

perubahan petunjuk teknis IID yang terjadi hampir setiap tahun, rendahnya 

kelengkapan bukti dukung inovasi daerah, lemahnya komitmen pimpinan 

daerah dalam mendorong inovasi, ketidakkonsistenan penugasan operator 

pengelola aplikasi inovasi daerah, serta rendahnya partisipasi perangkat daerah 
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dalam pelaporan inovasi. Kelima permasalahan tersebut dianalisis 

menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam 

Subianto (2020, hlm. 70). Sebagai pisau analisis, yang menekankan pada empat 

Indikator utama, yaitu: 

1. Komunikasi 

A. proses penyampaian informasi/transmisi 

B. Kejelasan informasi (clarity) 

C. konsentrasi informasi yang disampaikan 

2. Sumber Daya (Resources) 

A. Kuantitas dan Kualitas 

B. Informasi 

C. Authority (kewenangan) 

3. Disposisi 

A. sikap dan komitmen para pelaksana 

4. Struktur Birokrasi 

A. Standar operating prosedur (SOP) 

B. Tata aliran pekerjaan 

C. Pelaksanaan program 

 

Analisis difokuskan untuk melihat bagaimana keempat indikator implementasi 

tersebut mempengaruhi implementasi pelaksanaan terkait 5 indikator wajib 

(mandatory) yaitu, regulasi inovasi daerah, ketersediaan SDM, kecepatan 

penciptaan, kemanfaatan, dan kualitas inovasi. Dengan demikian, teori ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

proses implementasi. 

3.4 Jenis Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1 Data primer 

 

 

Menurut Rahmadi (2011, hlm. 71), Data primer yaitu data yang diperoleh 

peneliti secara langsung dari lapangan melalui metode wawancara dan 
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observasi terhadap informan yang telah ditentukan. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah 

disiapkan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi. 

 

 

3.4.2 Data sekunder 

 

 

Menurut Rahmadi (2011, hlm. 71), Data sekunder yaitu data pendukung 

yang diperoleh dari dokumen dan arsip resmi yang berkaitan dengan 

penelitian. Data ini meliputi gambaran umum mengenai Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, laporan 

capaian Indeks Inovasi Daerah tahun-tahun sebelumnya, dokumen 

perencanaan strategis, serta regulasi terkait inovasi daerah. 

 

 

3.5 Informan Penelitian 

 

 

Menurut Rahmadi (2011, hlm. 62), Informan adalah individu Informan yang 

dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk menggambarkan situasi dan 

kondisi yang melatarbelakangi penelitian. Informan dipilih secara sengaja 

berdasarkan kriteria tertentu, dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, sehingga data yang diperoleh relevan dan akurat sesuai dengan 

fokus penelitian.Informan ini biasanya adalah orang yang terlibat langsung 

dalam kegiatan yang diteliti dan memiliki kemampuan untuk berbicara, 

bertukar pikiran, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai 

fenomena yang sedang dipelajari. 

 

Pertimbangan dalam penggunaan teknik ini adalah karena informan yang 

dipilih dianggap memiliki peran strategis, pemahaman, serta keterlibatan 

langsung implementasi satuan inovasi daerah (SID) dalam Indeks Inovasi 

Daerah (IID) tahun 2025. Adapun informan yang ditetapkan dalam 

penelitian ini antara lain: 
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Tabel 3. 1 Informan Penelitian 
 

No    Nama Informan Jabatan/Peran 
 

1. Yurnalis Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi 

Lampung 

2. Tommy Efra Handarta  Kepala Bidang Penguatan Inovasi Dan 

Kebijakan Strategis Daerah Balitbangda 

Provinsi Lampung 

3. Shinta Fitriana Kepala Tim Kerja Bidang Penguatan 

Inovasi Dan Kebijakan Strategis Daerah 

Balitbangda Provinsi Lampung 

4. Sapitri Anggita Putri Operator Inovasi Daerah Dinas 

Pertanian 

5. Deden Hermawan Operator   Inovasi   Daerah   Dinas 

Pendidikan 

6. Aria Evrianda Operator   Inovasi   Daerah   Dinas 

Kesehatan 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu 

sebagai berikut: 

3.6.1 Observasi 

Menurut Hardani dkk. (2020, hlm. 123), Observasi adalah metode 

pengumpulan data melalui pengamatan aktivitas yang berlangsung. 

Jenisnya terbagi menjadi tiga: partisipatif, terbuka/terus terang, dan 

tidak terstruktur. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara 

langsung lingkungan, aktivitas, serta proses kerja yang berlangsung di 

Balitbangda Provinsi Lampung. Observasi ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang mendukung 

maupun menghambat. Kemudian hasil observasi digunakan sebagai 
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data pelengkap untuk memperkuat temuan dari wawancara dan 

dokumentasi. 

 

 

3.6.2 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 137), Wawancara adalah metode 

pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung 

dengan informan, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. wawancara 

memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam terkait 

pengalaman, pandangan, maupun persepsi informan mengenai 

fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan 

sebagai instrumen utama untuk memperoleh data 

 

 

3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan 

dokumen, arsip, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data 

diperoleh dari laporan resmi, peraturan, media cetak maupun daring, 

serta dokumen internal Balitbangda. Dalam penelitian ini, dokumentasi 

yang dikumpulkan mencakup laporan capaian Indeks Inovasi Daerah, 

dokumen perencanaan strategis, regulasi terkait Inovasi Daerah, serta 

arsip kegiatan Balitbangda yang mendukung penelitian. 

 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian kualitatif setelah data lapangan berhasil dihimpun, langkah 

berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data. Proses ini dilakukan 

melalui beberapa teknik pengolahan yang telah ditentukan. Adapun langkah- 

langkah pengolahan data adalah sebagai berikut: 

 

 

 

3.7.1 Editing 

Dalam tahap editing, peneliti menelaah kembali seluruh data hasil 

wawancara dengan cara mencocokkannya dengan pedoman wawancara 
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yang telah disusun sebelumnya. Data tersebut kemudian diseleksi dan 

diklasifikasikan untuk memastikan hanya informasi yang relevan dan 

mendukung fokus penelitian yang digunakan dalam penulisan. 

Sementara itu, data hasil observasi diolah dengan mengumpulkan dan 

merangkum temuan-temuan penting yang berkaitan dengan strategi 

Balitbangda berdasarkan hasil pengamatan langsung, sehingga data 

dapat disajikan secara runtut, sistematis, dan mudah dipahami. 

 

 

3.7.2 Interpretasi Data 

Data Pada tahap interpretasi data, peneliti menafsirkan data penelitian 

yang telah disajikan dalam bentuk uraian naratif maupun tabel guna 

memperoleh makna dan menarik kesimpulan sebagai temuan penelitian. 

Proses penafsiran dilakukan secara hati-hati, terutama terhadap data yang 

bersumber dari informasi atau pengalaman informan yang bersifat 

sensitif, dengan menggunakan pilihan kata yang tepat agar tidak 

menimbulkan dampak negatif atau merugikan pihak tertentu. Seluruh 

hasil penelitian kemudian disusun dan dipaparkan secara sistematis pada 

bagian lampiran, dengan tetap menjaga keterkaitannya dengan fokus dan 

temuan utama penelitian. 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Rahmadi (2011, hlm. 92), Teknik Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan hingga seluruh proses 

pengumpulan data selesai. Dalam penelitian ini menggunakan teknis 

analisis interaktif model miles and huberman. Analisis dilakukan secara 

terus-menerus dengan berinteraksi langsung dengan informan maupun 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 

3.8.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan tahapan awal dalam analisis data yang 

dilakukan dengan cara menyeleksi, merangkum, dan memfokuskan data 
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yang diperoleh dari catatan lapangan. Pada tahap ini, data mentah diolah 

dengan mengelompokkan informasi yang sejenis serta menyisihkan data 

yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk 

mempertajam analisis dan memudahkan peneliti dalam memahami 

pola-pola penting, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan 

secara lebih sistematis dan akurat. 

 

 

3.8.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses menyusun dan menata informasi 

penelitian secara terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis lebih 

lanjut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan 

dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung oleh tabel, bagan, atau 

pemetaan hubungan antar kategori, sehingga peneliti dapat melihat pola, 

kecenderungan, serta dasar yang jelas dalam menarik kesimpulan. 

 

 

3.8.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data 

kualitatif yang dilakukan setelah proses reduksi dan penyajian data. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak bersifat mutlak sejak awal, 

melainkan sementara dan terus berkembang sejalan dengan 

pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan baru dapat dikatakan sahih 

apabila telah diverifikasi secara berulang melalui pengecekan catatan 

lapangan, melakukan triangulasi sumber maupun metode, serta 

membandingkan data dengan teori yang digunakan. Proses ini bertujuan 

agar hasil penelitian memiliki validitas tinggi dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

 

3.9 Teknik Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 270), Untuk menjamin keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif, diperlukan teknik uji validitas agar hasil 
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penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada 

penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa tahap berikut: 

 

 

3.9.1 Uji Kredibilitas (Credibility) 

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan tingkat kebenaran data 

yang diperoleh di lapangan. kredibilitas data dijaga melalui 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dengan 

sejawat, serta triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara 

membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, serta memverifikasinya dengan berbagai sumber 

informan yang terlibat dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Dengan 

demikian data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. 

 

 

3.9.2 Uji Keteralihan (Transferability) 

Uji keteralihan berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat 

diterapkan dalam konteks lain. keteralihan dicapai dengan menyajikan 

deskripsi penelitian yang rinci, jelas, sistematis, dan kontekstual, 

sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian dengan baik dan 

menentukan apakah hasil tersebut bisa diaplikasikan di tempat lain lalu 

dijabarkan secara mendetail agar dapat menjadi rujukan bagi daerah lain 

yang menghadapi permasalahan serupa 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi SID dalam peningkatan 

IID di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 

2025 dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards 

III pada 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa implementasi SID telah terlaksana pada 

indikator komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dan dalam indikator 

disposisi belum terlaksana. kondisi ini disebabkan oleh belum kuatnya sikap 

dan komitmen pimpinan daerah dalam mendorong inovasi daerah. 

Lemahnya disposisi pelaksana tercermin dari belum adanya visi, misi, dan 

regulasi pimpinan daerah yang menempatkan inovasi sebagai prioritas 

pembangunan daerah. Akibatnya, inovasi daerah masih dipersepsikan sebagai 

kewajiban administratif dalam rangka pemenuhan penilaian IID, bukan sebagai 

kebutuhan strategis organisasi. Selain itu, belum optimalnya peran pimpinan 

daerah dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan inovasi 

menyebabkan rendahnya partisipasi OPD. Dengan demikian, lemahnya 

indikator disposisi menjadi faktor utama yang menghambat implementasi SID 

dan berkontribusi terhadap belum terlaksana nya capaian IID Provinsi 

Lampung Tahun 2025. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

 

1. Bahwa dari indikator komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi 

sudah terlaksana namun perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara 

berkelanjutan agar mampu mendukung pelaksanaan inovasi daerah 

yang lebih baik. Upaya perbaikan pada indikator komunikasi dapat 

dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan setiap terjadi perubahan 

petunjuk teknis IID agar pemahaman OPD lebih merata. Pada indikator 

sumber daya, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya 

manusia dengan penetapan operator inovasi yang stabil dan didukung 

pelatihan teknis secara berkelanjutan. Sementara itu, pada indikator 

struktur birokrasi, perbaikan dapat dilakukan dengan memastikan 

penerapan SOP pelaksanaan IID secara konsisten, memperkuat 

koordinasi lintas OPD, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi 

untuk menjamin kualitas dan kelengkapan bukti dukung inovasi daerah. 

Upaya perbaikan secara terus-menerus diperlukan untuk menyesuaikan 

dengan dinamika kebijakan dan tuntutan peningkatan kualitas IID. 

2. Pada Indikator disposisi menjadi faktor penghambat implementasi SID, 

maka rekomendasi utama yang perlu dilakukan adalah penguatan 

komitmen dan sikap pimpinan daerah terhadap inovasi daerah. 

Pimpinan daerah perlu menetapkan kebijakan strategis yang secara 

tegas menempatkan inovasi sebagai prioritas pembangunan daerah. 

Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui integrasi inovasi dalam visi 

dan misi daerah serta penyusunan regulasi pimpinan daerah yang 

mengikat seluruh OPD. Penegasan arah kebijakan tersebut penting 

untuk memberikan legitimasi dan kepastian kelembagaan bagi 

pelaksanaan inovasi daerah, sehingga inovasi tidak lagi dipahami 

sebagai kewajiban administratif dalam penilaian IID, melainkan 

sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan 

dan kualitas inovasi daerah. 
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